BUPATI BENGKAYANG
PROVINS | KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGK AYANG
NOMOR (2 TAHUN 2020

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
' BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkayang, pellu menetapkan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa

I dan Politik Kabupaten Bengkayang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
m tentang Struktur Organisasi dan Tata Kera

Kelatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

1ig Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Kabupaten Daerah  Tingkat I
Negara Republik Indonesia

- 44, Tambahan Lembaran Negara

omor 3823); '

r 28 Tahun 1999 tentang
ng Bersih dan Bebas dan
tisme (Lembaran Negara
nes Mr 3851);
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or 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2 Tahun 2008 tentang Partai
Republik Indonesia Tahun
Lembaran Negara Republik

4. Undang-Undang Nom

5. Undang-Undang Nomor
Politik (Lembaran Negara
2008 Nomor 2, Tambahan
Indonesia Nomor 4801);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4925);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik [NdoNesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana tclah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20!4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
a Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Lembaran Negara Republik Indonesia

tah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
rah (Lembaran Negara Republik
1 !!;}04 Nomor 114, Tambahan
epublik Indonesia Nomor 5887)
_diubah  dengan  Peraturan
un 2019 tentang Perubahan
or 18 Tahun 2016
nbaran Negara Republik
: .: 187? Tambahan
y Nomor 6402);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai  Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Neger'r Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang
Melaksanakan Urusan Pemcrintahan di Bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik;

14. Keputusan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 100400
Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat
Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100441
Tahun 2019 tentang Nomenklatur Pcrangkat Daerah
yang Melaksanakan Urusan Pcmecrintahan Di Bidang
Kesatuan Bangsa Dan Politik;

16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Behgkayang (Lembaran Dacrah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupatcn Bengkayang Nomor 11)
sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir
m Peraturan Dacrah Nomor 5 Tahun 2020

tentang Pcrubahan Kedua Atas Pcraturan Daerah

r 11 Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan

n Perangkat Dacrah Kabupaten Bengkayang

Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun

nor S5, Tambahan Lembaran Daerah

ngkayang Nomor 5).

BENGKAYANG  TENTANG
DAN TATA KERJA BADAN
POLITIK  KABUPATEN
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BAB 1
KIETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
Pemerintah Dacrah adalah Kepala Daerah schagal unsur penyclenggara

4.
Pemerintahan  Daerah  yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan
dan tugas

oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Bengkayang.

6. Perangkat Dacrah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan

Badan Daerah.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Bengkayang.
8. Kepala Badan adalah Kcpala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Bengkayang.

9. Pegawai Negeri Sipil Dacrah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.

10. Jabatan Struktural adalah kecdudukan yang menunjukkan
tanggung jawab, wewchang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil
dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Ncgara.

11. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional yang mempunyai tugas
membantu kelancaran pclaksanaan tugas pejabat struktural sesuai

dengan keahliannya.

tugas,

BAB I
JGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 2

Politik berkedudukan di bawah dan
Sceara teknis administrasi mendapat
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Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud pada Pasal 3,

Badan Kesatuan bangsa dan politik menyclenggarakan  fungsi sebagai

berikut;

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan kehidupan
politik di wilayah Kabupaten Bengkayang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional
dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupatcn Bengkayang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan idcologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kcrukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pcemberdayaan
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional
dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupatcn Bengkayang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan cvaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam
negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku,
umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan
pemberdayaan  organisasi  kemasyarakatan, serta  pclaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah
kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

a dan Politik Kabupaten
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¢. Bidang ldeologi, Wawa.san Kel ngsaan dan Ketahanan Ekonomi,

Sosial Budava, Agama, terdir dan
1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kehwangsaan; dan
2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

d. Bidang Pwlitik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri
dan
1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
¢. Bidarng Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari
1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
2. Sub Bidang P’enanganan Konflik

(2) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Bengkay /ang scbagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati
ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat
KEPALA BADAN

Pasal 6

(1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a,
adalah unsur pimpinan pada Badan Kesatuan Bangsa dan POlitik
Kabupaten Bengkayang merupakan jabatan tinggl pratama atau jabatan
struktural eselon ILb, yang befada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada avat (1), dalam hal
dimana pelaksana tugas dan fungsi dilaksanakan olech

Sekretaris Badan atau pejabat lain yang ditunjuk.
Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin kegiatan
pﬂyehwgn umum teknis terhadap pembinaan Kesatuan Bangsa dan
Politik sesuai dengan kewenangan di bidang hubungan antar lembaga
_"m lembaga legislatif, organisasi kemasyarakatan, organisasi
profiesi, lembaga penyelenggara Pemilu dan Organisasi Partai Politik.
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f. pelaksanaan administrasi dan Kesck retariatan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik k abupaten; dan .
g. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan olch Bupati.

Bagian Kelima
SEKRETARIAT

Pasal 9

Sek retariat sebag aimana dimaksud dalam pas.al 5 ayat (1) huruf b, dipimpin
oleh seorang Sekretaris vang berada dibawah dan bertanggung Jawab
kepada Kepala Badan Kesatuan Bangs:a dan Politik Kabupaten Bengkayang.

Pasal 10

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas

pokok memberikan pelayyanan administratif di

lingkungan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat menyvelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a.

b.

c.

koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang;
pelaksanaan hubun.e,an masyarakat dan keprotokolan di lingkungan
Badan Kesatuan Banesa dan Politik kabupaten Bengkayang;
pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Keastuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang;

pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan
aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Bengkayang;

pengelolaan urusan aparatus sipil negara di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

AR * Pasal 11

ayat (1), masing-masing
yang berada dibawah dan
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok schagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan menyclenggarakan fungsi
scbagai berikut:
a. penyusunan program dan anggaran,
b. pengelolaan data dan informasi program anggaran dan keuangan;
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program anggaran dan
keuangan;
. pengelolaan keuangan;
penyusunan laporan kiner ja dan keuangan;
menyiapkan bahan verifikasi RKA, DPA dan DPPA; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik.

mSe o

Pasal 13

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok mclaksanakan
urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan
masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta
pengelolaan kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyclenggarakan fungsi sebagai
berikut:

. mengelola surat menyurat,

. mengelola tata usaha pimpinan;

melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protokol;

. mengelola perlengkapan dan rumah tangga;

. melakukan penatausahaan barang milik dacrah;

mengelola urusan kepegawaian; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik.

S0 L0 o

Bagian Keenam
BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, DAN AGAMA

. "'f” Pasal 14

Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial
a dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf

an Ekonomi, Sosial,
am Pasal 14, mempunyai
Kesatuan Bangsa dan
, Bhineka Tunggal lka

dan budaya,
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budayva, Agama menvelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan program kerja di  bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhincka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta
ketahanan ckonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan
penvalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten

Bengkayang;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran

kebangsaan, bhincka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta
ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten
Bengkayang,

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, Wawasan kebangsaan,
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi,
sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan di wilayah Kabupaten Bengkayang;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan,
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi,
sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan di wilayah Kabupaten Bengkayang;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta
ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan

naan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama

‘. ercayaan di wilayah Kabupaten Bengkayang; dan
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Pasal 17

(1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksgpakan
penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan k‘ebar_\gsaanf
koordinasi, serta monitoring, cvaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi
dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan,
bhineka tunggal ika, scjarah kebangsaan dan karakter bangsa.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok secbagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja di Bidang Ideologi
dan Wawasan,

b. menyiapkan bahan perumusan kcbijakan di Bidang Ideologi dan
Wawasan;

e. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan
di Bidang Ideologi dan Wawasan;

d. pelaksanaan  koordinasi dengan instansi terkait dalam
penyelenggaraan kegiatan di bidang Idcologi dan Wawasan
Kebangsaan;

€. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Ideologi dan
Wawasan Kebangsaan;

f. menyusun laporan kegiatan di bidang Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan;dan

g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi,

Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya,
Agama.

Pasal 18

(1) S”ub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
\gaiman: mm dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai
! < mele nakan penyiapan bahan penyusunan program

aksanaan kebijakan, koordinasi, serta

‘pelaporan di bidang ketahanan ekonomi,

'-_» ncegahan penyalahgunaan narkotika
ber: a dan penghayat kepercayaan.

a dimaksud pada ayat (1),
Budaya dan Agama

rja di Bidang Ketahanan

j M Ketahanan
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¢. memfasilitasi  pencegahan  penyalahgunaan narkotika  serta
kerukunan umat be ‘mpzama dan penghayat kepercayaan;

. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Againa,;

B menyusun laporan kvkmlun di Bidang Ketahanan [ 'konomi, Sosial,
Budaya dan Agama; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi,
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan I konomi, Sosial Budaya,
Agama,

Bagian Ketujuh
BIDANG POLITIK DALAM NEGER! DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 19

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana yang
dipimpin olech seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Badan mclalui Sekretaris.

Pasal 20

(1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Badan Keastuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkayang di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, kepala daerah, pemantapan situasi politik serta pendaftaran
ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintah, perwakilan dan  partai politik, pemilhan
m/ﬂlan umum kecpala daerah, pemantauan situasi politik

ftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan

ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di

Bengkayang;

perumusan kebijakan di bidang pendidikan

politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi

perwakilan dan partai politik, pemilhan
kepala daerah, pemantauan situasi politik
yerdayaan ormas, evaluasi dan

ormas dan ormas asing di

ikan politik, etika budaya
i kelembagaan pemerintah,
“umum/pemilihan umum
S pendaftaran ormas,

~ sengketa ormas,
ayah Kabupaten
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d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah,
perwakilan dan partai politik, pemilhan umum/pemilihan umum
kepala dacrah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, cvaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan  ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten
Bengkayang;

e. pelaksanaan monitoring, ecvaluasi dan pelaporan di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik,
pemilhan umum/pemilihan umum Kepala dacrah, pemantauan
situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas
asing di wilayah Kabupaten Bengkayang; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik.

Pasal 21
(1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari

a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang
berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

(1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,

- emilihan umum kepala dacrah, serta pemantauan

‘pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Negeri menyelenggarakan fungsi sebagai

gram kerja di bidang Politik

1 di bidang Politik Dalam

Dipindai dengan CamCcann



h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik
Dakam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 23

(1} Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 21 awat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok_melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan,
pclaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan
di bidang serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja di bidang Organisasi
Kemasyarakatan,;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Organisasi
Kemasyarakatan;

c. pelaksanaan kcbijakan di bidang Organisasi Kemasyarakatan,;

d. pelaksanaan koordinasi  dengan instansi  terkait dalam
penyclenggaraan kegiatan di bidang Organisasi Kemasyarakatan;

c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Organisasi

Kemasyarakatan;

menyusun laporan kegiatan di bidang Organisasi Kemasyarakatan;

g mengelola pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, cvaluasi dan
mediasi sengketa ormas serta pengawasan ormas dan ormas asing;
dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik
Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

=

Bagian Kedelapan
BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Pasal 24

al Dan Penanganan Konflik sebagaimana
-{1) huruf e, adalah unsur pelaksana yang
] yang bertanggung jawab langsung

Konflik sebagaimana
gas pokok melaksanakan
L Politik Kabupaten
i, kerjasama intelijen,
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
' Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan

menyelenggarakan fungsi schagai berikut :

a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, ker jasama
intelijen, pemantauan orang asing, fenaga kerja asing dan lembaga

asing, kewaspadaan perbatasan antar ncgara, fasilitasi kele mbagaan

bidang kewaspadaan, scrta  penanganan konflik di wilayah

Kabupaten Bengkayang;

b. penwusunan bahan perumusan kebi jakan

dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja

asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan
konflik di wilayah Kabupaten Bengkayang;

pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga

asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah

Kabupaten Bengkayang;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar ncgara, fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan, scrta penanganan konflik di wilayah
Kabupaten Bengkayang;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan lembaga asing, keWaspadaan perbatasan
antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang keWaspadaan, serta
penanganan kKonflik di wilayah Kabupaten Bengkayang; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik.

di bidang kewaspadaan

Pasal 26

(1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari :
a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intele jen; dan

b. Sub Bidang Penanganan Konflik.

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang
berada dil dan berta IngjaWab langsung kepada Kepala Bidang.

[angg

Pasal 27
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a. menyiapkan  bahan  penyusunan  program kerja di bidang

i Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan  di bidang Kewaspadaan

, Dini dan Kerjasama Intelejen;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama
Intelejen;

d. pclaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam
penyelenggaraan  kegiatan  di bidang Kewaspadaan Dini  dan

i Kerjasama Intele jen;

| e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Kewaspadaan
Dini dan Kerjasama Intelejen;

f. menyusun laporan kegiatan di bidang Kewaspadaan Dini dan
Kerjasama Intelejen;

g. pelaksanaan kerjasama intelijen, pcmantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan
antarnegara;

h. memfasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik.

Pasal 28

(1) Sub Bidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam pasal 26
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok mclaksanakan penyiapan
bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, koordinasi, monitoring, cvaluasi, dan pelaporan dibidang
penanganan konflik.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bidang Penanganan Konflik menyclenggarakan fungsi sebagai
benkut:

a. menyiapkan

.' g AT

bahan penyusunan program kerja di bidang
K onflik

an perumusan kebijakan di bidang Penanganan

di bidang Penanganan Konflik;
si  dengan  instansi  terkait dalam
di bidang Penanganan Konflik;

evaluasi kegiatan di bidang Penanganan
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Pasal 30

(1) Setiap pimpinan  badan kesatuan bangsa dan  pohtik  Kabupaten
Bengkayang  wajib  melakukan sistem  pengendalian  internal - di
lingkungan masing-masing,.

2) Setinp pimpinan  badan kesutuan  bangsa  dan  politik  Kabupaten
Bengkayang  bertamggung  jawab memimpin  dan mengoordinasikan
bawahan masingmasing dan memberikan pengarahan serta petun juk
bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 31

(1) mm badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten

wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab pada atasan masingmasing scrita menyampaikan laporan secara

(2) Badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bengkayang dalam
melaksanakan tugas dan fungsi, memiliki hubungan struktural,
koordinatif dan fungsional dengan Bupati sebagai penanggung jawab
urusan kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Bengkayang.

(3) Kepala Badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bengkayang,
melaporkan llulua tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan
Pasal 32

ﬂ]mm melakukan evaluasi dalam rangka melakukan penataan
h yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang

- dan politikk guna mengakomodasi dinamika
mdan fungsi.

n cvaluasi sebagaimana dimaksud,
sebagai wakil Pemerintah Pusat.

dl bidang kesatuan
' dan Belanja
1 perundang-
tahan umum

- ‘ayat

Dipindai dengan CamQcann



BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 34

(1) Kepala badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bengkayang
merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural
eselon 11 b yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawali

Negeri Sipil/ ASN yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sekretaris pada badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten
Bengkayang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural
eselon 1l a yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil/ ASN
yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku.

(3) Kepala bidang pada badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten
Bengkayang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural
eselon 11l b yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil/ ASN
yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku.

(4) Kepala subbidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bengkay?afg
merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon [V a yang
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil/ ASN
yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku.

(5) Pengangkatan dalam jabatan struktural harus memperhatikan

pcrsxa.ratan dalam kompetensi jabatan yang Meliputi pangkat, tingkat

dan jenis pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat kerja, minat
kerja, me__ﬂ}da_n prestasi kerja.

t__i?;___._ npetensi jabatan untuk setiap jabatan struktural,

‘mon ;_” tural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan

% ' 2 dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung

1 analisis beban kerja
n, prinsip pelaksanaan
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BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

()Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengk ayang
wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegatan
pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi
perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung
jawab di bidang organisasi.

(2) Evaluasi kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten dilakukan
setiap setahun sekali di bawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara
teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab
di bidang organisasi.

(3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Sekretaris Badan, para
kepala Bidang dan Kepala Subbidang wajib menyampaikan laporan hasil
kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh
Bupati.

(4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten, unit kerja yang bertanggung jawab di bidang
organisasi berkewajiban melakukan pemantauan, evaluasi, fasilitasi dan
pembinaan baik secara rutin maupun secara periodik.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

an Bupati ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta pejabat

an di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
id dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011
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Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang

pad a temggsl 23 besember 2020

VA ;

/2., "%;. BUPATI BENGKAYANG, '~ - -
‘ -.A-..%“‘4 ‘Il . . .
1
NES BUDIMAN

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 2 peambe- 2020

GKAYANG, |

KABUPATEN BENGKAYANG TAHEN 2020 NOMOR &z
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